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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  34 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018, untuk mewujudkan pembangunan nasional sesuai 

arah kebijakan pembangunan nasional dalam Tema Rencana 

Kerja Pemerintah 2018 (RPJMN 2015-2019), sasaran 

pembangunan yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan;  

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2018 menjadi acuan penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2018 dan 

Rencana Kerja OPD Tahun 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2018; 
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Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomorNomor, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008  Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2015-2019; 

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2006 Nomor 7      Seri E); 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Bupati adalah Bupati Sampang.  

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka           

waktu 1 (satu) tahun.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala 

daerah.  

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut dengan KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat 

prioritas dan plafon anggaran sementara program dan kebijakan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD; 

(2) RKPD kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 



- 5 - 

  

Sekda Ass. 

PKR 

Kabag. 

Hukum 

Kepala 

Bappelitbangda 

Kasubag 

PHP 

Staf 

Subbag 
PHP 

Staf 

Subbag 
PHP 

       

 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;  

b. prioritas pembangunan daerah; dan  

c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP Nasional 

Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2018; 

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan : 

a. Landasan dan Pedoman Operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018; 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun 

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Sampang Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun 

berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran 

indikatif serta program dan kegiatan yang belum diatur dalam Lampiran 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yaitu: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau; 

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program 

dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

       Ditetapkan di  : Sampang 

       Pada tanggal   : 30  Mei   2017 

 

WAKIL BUPATI  SAMPANG, 

ttd 

H. FADHILAH BUDIONO 

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 30  Mei 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 34 


